
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH - PERTANGGUNGJAWABAN   
2024 
PERDA SUMUT NO 4, LD 2024/ NO 4, TLD NO.75, 11 HLM.(SUMBER PERATURAN) halaman disini 
batang tubuh pergub diluar lampiran 
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA 
TAHUN ANGGARAN 2023 
 

  ABSTRAK  - bahwa berdasarkan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang menyatakan 
bahwa Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri 
laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan 
paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, maka perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 
Anggaran 2023. 
AN) 

  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Republik 
Indonesia Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU 
No. 15 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2022; 
UU No. 8 Tahun 2023; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 
12 Tahun 2019; PP No. 13 Tahun 2019; PP No. 37 Tahun 2023; PP No. 1 
Tahun 2024; Permendagri No. 64 Tahun 2013; Permendagri No. 11 Tahun 
2017; Permendagri No. 70 Tahun 2019; Permendagri No. 90 Tahun 2019; 
Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 84 Tahun 2022; Perda 
Sumut No. 1 Tahun 2010; Perda Sumut No. 8 Tahun 2022; Perda No. 9 Tahun 
2022; Perda Sumut No. 6 Tahun 2023. 
 HUKUM) 

  - Dalam Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan 
anggaran pendapatan dan belanja aerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 
Anggaran 2023 meliputi pada Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 
berupa laporan keuangan memuat: 
a. Laporan Realisasi Anggaran; 
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 
c. Neraca; 
d. Laporan Operasional; 
e. Laporan Arus Kas; 
f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan 
g. Catatan atas Laporan Keuangan. 
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Gubernur menetapkan Peraturan 
Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai 
rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. 
 



 CATATAN : -  Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 
September 2024 dan ditetapkan tanggal 23 September 2024; 

  - Lampiran : 3 hlm. 

 


